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Mengingat 2 1. Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

»

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023; Y

Penetapan Undang—Undang darurat Nomor 3 tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 nomor 9) sebagai Unda.ng-Undang

2! Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kcuangan  Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomoy 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),
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4. Undang-U'ndang Nomor 17 Tahun - 2007 tentang

10.

1%,

Rencana Pcmba.ngulgan Jangka Panjang Nasional
Tahun  2005-2025 (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia’ Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa  kali, teralchic
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); . |
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana  Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapkali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 310); .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembéntukan Produk Hulcum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produl
Hukum Daerah (Berita Negara Republik - Indonesia
Tahun 2018 Nomor 187); -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Perhbangunan
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 139);

Peraturan Daerah Provins;j Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi * Kalimantan
Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Nomor 88); '

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024 (Lembar
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
Peraturan - Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 33);
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kapuas Tahun 2019-2039 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019
Nomor 52); ’ ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2019  Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
- PERANGHKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN
2018-2023.
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(1)

(2)

BAB I ;
KETENTUAN UMUM

daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Perangkat Daerah yang sclanjutnya disebut PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas. :
‘Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah  dokumen
pereéncanaan pembangunan daerah kabupaten Kapuas
untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2018
sampai dengan 2038,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kapuas
untuk periode 5 {lima) tahun sejak tahun 2018 sampai
dengan 2023.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kapuas.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dolkumen
perencanaan Perangkat Daerah unthk periode 5 (lima)
tahun (2018-2023).
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun, ‘
BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERAN GKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra  Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
merupakan  penjabaran  dari RPJMD Kabupaten
Kapuas Tahun 2018-2023.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan pcnyusunan rancangan
RKPD.
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(3) Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023 memuat tujuan

: setiap Perangkat Daerah yang
disusun berpedoman pada RPJMD ‘dan bersifat

pendahuluan;

- gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

permasalahaan dan isu strategis Perangkat Daerah
tujuan dan Sasaran:

strategis dan arah kebijakan:

rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
penutup

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berilkut matriknya secbagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan inj. o ’

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra
Perangkat Daerah dalam rangka mendukung Capaian Visi
dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023.

(1)

(2)

BAB 1 N
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala  Perangkat Daerah wajib  melakukan
pengendalian  dan  evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan strategis Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan
hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten
Kapuas.



BAB 1v _
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ‘Bupati ipj mulai  berlaky pada

diundangkan.
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Ditetapkan di Kuala Kapuas

o~ BUPATI KAPUAS "
=) »\%\/
= BEN BRAHIM S. BAHAT
=
o .
= Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal &4 Apeie  901g
- .
— SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,
-~ _
— W
- RIANOVA
. \
= BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR
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RENCANA STRATEGIS 2018-2023

KATA PENGANTAR

Rencana Staregis 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Kapuas ini disusun

merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentag tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata

cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan
jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, , yang merupakan
dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi
pembangunan pada tahun 2018-2023, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas
dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas di bidang pengawasan.

Rencana Staregis 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Kapuas ini adalah disusun
secara simultan dan disinkronkan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah 2018-2023 Kabupaten Kapuas, dan telah melalui Asistensi Tim
Asistensi BAPPEDA Kabupaten Kapuas , dan diharapkan Rencana Staregis 2018-2023

Inspektorat Kabupaten Kapuas ini dijadikan pedoman untuk menyusun program dan

kegiatan dan Evaluasi Kegiatan setiap tahunnva

Akhirnya, kritik dan saran guna penyempurnaan Renstra-SKPD ini sangat

dlharapkan dari semua stakeholder Terima kasih.

Kuala Kapuas, April 2019

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS

\
Drs,CATUR FERIYENTO,MT
Pembina Utama Muda .
NIP.19650212 199003 1 017%
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Gambar 1.
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RENCANA STRATEGIS 2018-2023

BAB. |. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023 adalah
untuk  memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rancangan Awal Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas ini disusun bersamaan dengan
penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas 2018-2023

Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023 merupakan dokumen
perencanaar strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada
tahun 2013-2018, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Kapuas di bidang pengawasan. Dokumen ini berfungsi .untuk menuntun
Ségenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas
dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang
diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai
dalam periode lima tahun kedepan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023 disusun selain beradaptasi
dengan perubahan yang terjadi dalam pengawasan vyaitu perubahan paradigma

pengawasan yang menghendaki agar fungsi pengawasan sebagai quaiity assurance,

consultan, dan agen perubahan,

Landasan Hukum .

Landasan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023 ini

adalah :
L8

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
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6.

10.

11.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentag tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan

" Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Képuas;
1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Startegis Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-

2018 adalah :

N\

a. Sebagai penjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018 — 2023 ke dalam

rencana satuan kerja Pemerintah Daerah.

b.'Sebagai bentuk pernyataan Komitmen yang akan dicapai oleh seluruh PNS

dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas selama kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Startegis Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023

adalah

a. Untuk memberikan Informasi tentang Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten

kapuas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan kepada pihak-pihak’ yang

berkepentingan.
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b. Untuk pedoman pelaksanaan dan Evaluasi kinerja pembangunan 5 (lima) tahun ke

depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan

Visi, Misi Daerah serta

Tujuan dan sasaran dan Program pembangunan yang

ditetapkan.

1.4 Sistematika Pelulisan

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

adalah sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB Il

BAB IV

BABV

BAB.VI

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
2.2 Sumberdaya Inspektorat
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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BAB. Il. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat

Kabupaten Kapuas, .semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan

zaman. Inspektorat Kabupaten Kapuas, diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat

menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah.

Kabupaten Kapuas,

Inspektorat

sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur
manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik

(good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean

government).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh
nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reforrhasi birokrasi
tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance

activities);

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan

3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Aparatur Pengawasan yang

profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas.

Pembentukan: Inspektoat Kab.Kapuas sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Gambaran kondisi kelembagaan Inspektorat Kabupaten Kapuas berdasaran Peraturan
Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas dapat dilihat dari uraian tugas

pokok dan fungsi, struktur organisasi, berikut:
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2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1 Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Kapuas berdasarkan Peraturan Bupati
Kapuas Nomor 41 Tahun 20186, sebagai berikut :

a. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah tanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Inspektorat menjalankan fungsi-fungsi :

d. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi bidang
pengawasan; |

b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, Ireviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan tugas pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya;

2.1.3. Struktur Organisasi "

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kapuas, sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tanggal Desember 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana bagan berikut
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Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

Bagan di atas, secara naratif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Inspektur merupakan eselon Il.b

2. Sekretaris (eselon lll.a), membawahi :

a. Kasub.bag Perencanaan (eselon IV.a)

b. Kasub.bag Evaluasi dan Pelapran (eselon IV.a)

C. Kasub.bag Administrasi dan umum (eselon IV.a)

3. Inspektur Pembantu Wilayah I (eselon Iil.a),

INSPEKTUR
SEKRETARIS
{ == |
KASUBAG KASUBAG KASUBAG
PERENCANAAN EVLAP ADMNISTRASI
[ 1 1 1
IRBAN WIL 1| IRBAN WIL 1I IRBAN WIL 1l IRBAN WIL IV
T | T 1
] i 1 1
1 i I ]
: KELOMPOK JABATAN : KELOMPOK JABATAN = KELOMPOK JABATAN I |. KkeLomeok jaBATAN
L FUNGSIONAL: AUDITOR, 1 FUNGSIONAL: AUDITOR, 1 FUNGSIONAL: AUDITOR, } FUNGSIONAL: AUDITOR,
P2UPD , AUDITOR = PUPD , AUDITOR ==1 s2usp, aunsron =1 rauro,auciTor
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN

4. Inspektur Pembantu Wilayah II (eselon lil.a), terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor,

P2UPD dan Auditor Kepegawaian

5. Insbektur Pembantu Wilayah Ill (eselon lll.a), terdiri dari Jabatan Fungsional

Auditor, P2UPD dan Auditor Ke‘pegawaian

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV (eselon lila), terdiri pada Jabatan Fungsional

Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian
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Kelompok jabatan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian

terisi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas

No

Jenjang Jabatan Fungsional

Jumlah (Org)

—
-

Jabatan Fungsional Auditor

(7)

Auditor Utama

Auditor Madya

Auditor Muda

Auditor Pertama

S R PN P

Auditor Pelaksana lanjutan

L LS I I

Auditor Pelaksana

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

£

Pengawas Pemerintahan Madya

Pengawas Pemerintahan Muda

Pengawas Pemerintahan Pertama

Jabatan Fungsioal Auditor Kepegawaian

Auditor Kepegawaian Madya

Auditor Kepegawaian Muda

3.

| Auditor Kepegawaian Pertama

2.2 Sumberdaya Inspektorat

2.2.1 Sumberdaya Manusia

,yang sudah

Komposisi Sumberdaya Manusia Inspektorat Kabupaten Kapuas berdasar jenjang

Pendidikan terdiri dari SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dengan berbagai macam disipiln ilmu

sedangkan berdasarkan kepangkata'n mulai dari Il/a sampai dengan IV/c,

sebagai berikut :

dengan rincian

Tabel 2.2 Komposisi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Pangkat/ Golongan Jenjang

Pendidikan, dan Jabatan

N

No.

Pangkat

/
Gol

(Org)

JIh Jenjang Pendidikan

Jabatan

Struktural

Jabatan
Fungsional

SLTP | SLTA | p-1 | D3 s1 S2 | Essu
(Org) | (Ore) | (Org) | (Org) | (Org) | (Org) | (org)

Ess
]}

(org) | (org)

Ess Auditor
v {org)

P2UPD
(org)

Staf
(Org)

/e

1

iV/b

5 3 = 1

IV/a

n/d

Ii/c

LI R S R T Y
1

/b

l/a

@|N[o o] s fw ol

n/d

W e | w|S |-
'
CO LN = - - TS T

e

/e

i
0
i
Ll
L]
1
i

-
e

i/b
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H
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-
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Tenaga
Kontrak
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]
w
'
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E =
1
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Jumlah

8
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2.2.2 Asset /Modal
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspetorat Kabupaten Kapuas didukung

dengan asset/modal yang cukup memadai, dengan Nilai Asset/Modal sebagai

berikut :
Tabel 2.3 Nilai Asset/Modal Inspektorat
No. Jenis Aset Aset yang masih Aset yang sudah Aset yang sudah
bisa digunakan tidak bisa dihapuskan/
(Rp) digunakan dihibahkan
(namun belum (Rp)
dihapuskan)*
(Rp)
1 Tanah 253,680,000.00
2 Peralatan dan 1.299.365,680.00 - 392.230.925,00

Mesin

€L 11 ¢ L

3 Gedung dan 3,136,266,600.00
Bangunan
4 Jalan, Irigasi, dan
jaringan 39,802,440.00
5 Aset tetap lainnya: -
6 KDP =
7 Aset tak berwujud =
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Capaian Kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

pada Periode Renstra 2018-2023 yang secara historis dapat disajikan dengan kinerja

sebagai berikut:
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Tabel 2.4 .Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kapuas 2013-2017*

NO Indlkator Satuan | Target ) olaRahUn =T Rasio Capaian pada Tahun
Kinerja Indikator E BT P o

2013 .1 2014 | 2015 | 2016 | 2017
sesual Tugas s e T B g

dan Fungsi
SOPD i = 4 et e b i [ e

(1) (2) (3) (4) (6) (7} (8) (9) (10) | (11) | (12) (13) | (14) | (15) | (16) (17) | (18) | (19) (20)
1, Jumlah |
Aparatur
pengawasan
yang  dapat .
dapat  diikut Org 14 11 10 10 10 10 11 17 13 10 16 1 1,7 1,3 1
sertakan
dalam  diklat
teknis
pengawasan)*
2, Pe_n:ﬂ-unan
Jumizh Temuan [ 12 | 18 | 15 | 15 14 13 | 18 12 | 12 | 17

temuan datam u 10 1 0,8 08 1,21 0,77
Audit BPK RI)*
3. | Opini BPK
t:;";dap Opini | WTP | woP | WOP | wop | wop | wop | WOP wop | wop | wop | WIP | 1, |1 1 1
Kab.Kapuas)*
4. | Meningkatnya
Jumlah
:’::;i‘:::; Kasus 12 3 7 8 10 11 | o3 10 11 14 11 1 | 183 | 138 | 14 1
yang
tertangani
5. | Meningkatnya :
penyelesaian % 75 76,34 70 70 70 75 76,34 66,01 68,31 | 68,01 64,3 1 0,94 0,98 0,97 0,86
tindak lanjut.
6. Prosentase
SOPD yang
Nilai Hasil
Evaluasi
LAKIPnya “B”

1,6

% 80 32,25 35 45 55 65 32,25 | 51,61 83,87 = - 1 1,7 1,3 0 0
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Berdasarkan Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kapuas
2013-2017*, dari 8 (delapan) indikator kinerja utama yang menjadi kinerja inspektorat
Kabupaten Kapuas terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang telah tercapai dengan rata-rata rasio
capaian kinerja pertahun 1- > 1, dan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang belum tercapai
dengan rata-rata rasio capaian kinerja pertahun < 1.
Adapun indikator kiﬁerja yang telah tercapai dengan rata-rata rasio capaian kinerja
pertahun 1- 2 1, adalah sebagai berikut
1. Jumlah Aparatur pengawasan yang dapat dapat diikut sertakan dalam diklat teknis
pengawasan)*
Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata rasio capaian kierna setian tahunnya adalah > 1
ini menandakan bahwa rata-rata pertahun dapat dicapai dari target 51 orang sudah
tercapai 67 orang.

2. Opini BPK terhadap LKPD Kab.Kapuas)*'

Rata-rata rasio capaian kinerja adalah 1, dengan demikinan rata-rata target kinerja dapat
tercapai, walaupun pada tahun 2013 di mulai dengan opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) tehadap LKPD tahun 2012, akhirnya pada tahun 2017 sudah bisa mencapai opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tehadap LKPD tahun 2016.
3. Meningkatnya jumliah pengaduan masyarakat yang tertangani
Penanganan Pengaduan masyarakat pada periode 2013-2017 ini berupa penangan kasus
kasus yang dilimpahkan ke Inspektorat baik menyangkut kasus pengaduan masyarakat,
penanganan kasus kepegawaian dan kegiatan invenstigasi lainnya. Rata-réta ratio capaian
kierja pertahunnya dapat tercapai 2 1. .
4. Program pengawasan yang disusun secara asertif dan patisipatif
Capaian kinerja rata-rata setiap tahun rasionya telah mencapai 1 i?'si menandakan bahwa
indikator kinerja ini dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan
5. Jumlah Sistem dan Prosedur yang dapat diterbitkan
Rata-rata capaian rasio kinerja pertahunnya telah mencapai 1 bahkan pada tahun 2017
sudah mencapai 5, sehingga pada tahun tersebut telah terlampaui, indikator ini untuk
mendukung pemenuhan Nilai Kapabilitas APIP pada level 3 salah satu infrastruktur yang
dibangun adalah tersedianya Standar Operasional dan Prosedur kegiatan Pengawasa.
Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai dengan rata-rata rasio capaian kinerja
pertahun <1, adalah sel:!agai berikut:
1. Penurunan jumiah temuan dalam Audit BPK RI
Rata-rata fasio kinerja pertahnun < 1, ini menandakan bahwa indikator kinerja belum
tercapai salah satu penyebabnya  adalah belum optimalnya peran APIP dalam

melaksanakan pengawasan.
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2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut
Capaian kinerja rata-rata rasio pertahun adalah < 1, indikator kinerja ini merupakan proses
akhir dari pelaksanaan pengawasan, , dimana penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
pengawasan merupakan salah satu tahapan berhasil dan tidaknya pengawasan,
Faktur-faktor yang mempengaruhi percapaian keberhasilan Indikator kinerja ini ada'lah
* Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan pada SOPD semakin baik, hal ini
dadukung dengan strategi penyelesaian Tindak Lanjut yang dilaksanakan secara berkala.
* Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik yang bersifat administratif
maupun Kerugian daerah (materil) juga menjadi pertimbangan BPK-RI dalam pemberian
opini terhadap LKPD, sehingga mendorong untuk dilakukan percepatan penyelesaian

Tindak Lanjut.

Hambatan/masalah:

* Pelaksanaan penyelesaian tindak lajut 60 hari setelah diterima laporan pengawasan
belum dapat terlaksana dengan baik, sanksi administratif yang diberikan kepada obrik
belum sepenuhnya dapat memacu penyelesaian tindak lanjut.

Upaya untuk mengatasi permasalahan diatas adalah -

* Untuk mengatasi permasalahan tersebut disamping melalui momtonng tindak lanjut

dengan cara “jemput bola” juga dilakukan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut

mandiri setiap 3 (tiga) bulan sekali secara mandiri. Untuk meningkatkan penyelesaian
tindak lanjut secara komprehensif maka perlu berupa reward dan punisment baik
dihubungkan dengan hukuman disiplin Pegawai atau sanksi lainnya.

3. Prosentase SOPD yang Nilai Hasil Evaluasi LAKIPnya “B”

Pada awal tahun 2013 sampai 2015 rata-rata ratio capaian kinerja adalah 2 1 akan tetapi,
Tahun 2016 dan 2017 Evaluasi SAKIP tidak dilaksanakan oleh lnspektorat Kabupaten

Kapuas, hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

e

Pedoman Evaluasi SAKIP yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara. dan Reformasi Birokrasi Nomr 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evalausi Atas Imlementasi Sistem Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Belum
disusun.

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan Evaluasi SAKIP belum memadai baik jumlah
maupun kemampuan evaluator.

Untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

Segera menyusun Pedoman Evaluasi Yang mengacu Peraturan Menterj Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi Atas Imlementasi Sistemn Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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[Meningkatkan kemampuan evaluator baik jumlah maupun melalui Diklat atau Pelatihan
dan Pendidikan Mandiri. '




r [ Imeredy

© BuBJESElg
uep ei eleg
ueieydujuag

ET0 ETD S6°0 | 86’0 | 660 ¥8'0 | 960 0Z8TLELET | 15682 b LIYTIE'EL | QOB'TBZ'L0T | 00O'E8EEYT 000°009°66Z | 000'LES'LET | 00080z b2 000'S8S°LTT | 000'0ZH'0ST weidoig
. UBJOIUEY I

Isensjywpy

ueuehejag

S0°0 Z0'0 £8'0 | 98'0 | €8'0 | €20 | 14 SYE'TVT'DLT | 6£5'S00'222 | tresparzst SOB'LSTTIOC | ‘LTETBEbTT O00'69T'VIE | 000'S08'YSZ | 000'768'£07| 000'z68 Y2z {ST°000'062 weBoig

; e * UBSEMESURD |

inpasaid

uep was)s
ueyefigay
uveewindwaAusd
uep uemeuad

00 00 S60 | 86'0 | 960 S8'0 | v6'0 | noosoc's 0052088 00s'veg'y | 000'ZIE'S 0000Z2°L 000'v26'8 000'984'g 000'190's | 000'sBEL 000'069°¢ weiforg
Ha) ueyeligay
ueeuesyejad
ueljepuaduad
uep |euJaug
uesemeSuad
wals|s

_ : ueleyduuad
ET'0 1o 68°0 | 160 | v60 29'0 | s80 TTZTOTLLYT | 0STIYYESOT | ooeterors 000708763 | 055192916 | 00500z e9t DOO'BET'S6TT | 000058458 | ooo'meszzrt | o0o'evczcot wes30ig
uesemeduad
Imesede

uep esyuawad
efeus)y
awsljeuoisajord
ueleyduiuad
| 000'6VE'¥9T | 000'059'501 | 000100045 oooossm 000°090'pLT l’L"-'J'a':“cl

_ 5 B "-.'.-.(z}‘ ) R 3

(¥0'0) {m o) | 620 | 9.0 | s80 v9'0 | 980 | stesroszr oooussc 057'718°28 ooosrom ooouzssvr
e 1 B LB SO T 60 | Gl ks i - 2
Isesjjeay | ue-lesﬂuv LTOT | 9107 .swz.-. ¥I0Z | €100
::..:I. {000'[3(58) h 1_. - E i o
ueqnqwnuad :
e:e.r-e;ea : | ue;essuvuep |sesueau e:z;ue o;seu

AL

LTOT-€T0Z sendey usjedngey
sendey uajedngey 1eJopadsu| ueuelejay ueeuepuad Isesjjeay uep uesed8uy ¢z jagey

€¢02-8T0Z SIDALVILS VNVINTY

- . = I 1 B I in, -
TPy F 3y y o m M & URh LS (O (G (I CHIE AU S ST O N A T e ¢
| b i [ i [ i



% ueduenay uep
eliaun( ue edes
uesodejad
ways|s
uefuequaluad

. uereyfujuad

(¥0'0) 00’0 180 | ' | 220 | €2 | 8% 000'8YE'TT | 000'900°TT | 000'8HE 0L 000°'80Z°ZT | 00O'SOE'ET | ooo'oveer O00'SEE'YT | 000066'%T | 000'029'97 | 0o0'0sa'er weadoig
) E dnjesedy

eAeq Jaquing
seysedey
ueieydujiay

ET0 [45s) S6°0 | s.'0 | s8'0 | oot £L'0 | 00E'BLS'2L | OLT'T69°S5 000'000°e¥| 006'0£Z'4Z | 008'8€Z b 00Q'LTB'I8 | 00O'TET'T8 | 000'DCO'EY | 000'08S'SY 000'0SZ'S Wetdolqy
SNd sesmy
ewind/uepud

se3jfisey

(00't) | (oo'1) 000 | 0o'c | 00’0 | co'o | oot . 000°000°TT 000°000°TT weafoig
Injesedy
uidsig
0 ueeyduiuay
0o00V8'sZ | 0 000°STZ'8Z | 000°000°ZE 00'000'9%

000°050'8Z

e

ey eped

_ €202-8T0Z SIDALYULS YNVINTY

BT (VT B4 3Y ET 0 40 WY i A 1 0% T S Y 0T 4 i N ek d E.



-~

oo ¢

L

&

i) U

I 9

})-

b

g g

w8 W Y 'y e ' g )

o, W ws

- W s

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Ratio realisasi terhadap pagu anggaran pada setiap Program tercapai rata-rata pertahun
paling tinggi 0,90 dan terendah 0,69, dan Pertumbuhan Anggaran pada setia

p Program paling
tinggi '0,12 pada

Program peningkatan sistem Pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH terendah pada Program Peningkatan Dispilin Aparatur dan Program
fasilitas pindah/purna tugas PNS sebesar -1, dan Pertumbuhan relaisasasi belanja tertinggi
pada Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH 0,13 dan terendah Program Peningkatan Dispilin Aparatlur dan Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS sebesar -1 . Dari Tabel diatas bahwa proporsi untuk Program utama
Pe!aksaﬁaan Urusan Penunjang Pengawasan merupakan pertumbuhan anggaran dan realisasi
belanja yang tertinggi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

2.4.1 Tantangan

Tabel 2.6. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SOPD Kabupaten/kota
terhadap Sasaran Renstra SOPD Provinsi dan Renstra K/L

Capaian Sasaran ’» Sasaran pada Sasaran iada
No Indikator Kinerja Renstra SOPD Renstra SOPD Réins trapK L
Kabupaten/Kota Provinsi ‘}
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Jumlah  Aparatur 14 Org Peningkatan Meningkatnya
pengawasan vyang kuantitas (jumlah) kapasitas aparat
dapat dapat diikut dan kualitas | pengawasan intern
sertakan dalam (profesionalisme) | pemerintah yang
diklat teknis auditor dan tenaga | profesional dan
pengawasan fungsional non | kompeten (BPKP)

| auditor

2. Penurunan jumlah 10 Temuan
temuan dalam
Audit BPK RI N

3. Opini BPK WTP Terwujudnya
terhadap LKPD pemerintahan
Kab.Kapuas yang bersih dan

' bebas KKN
; (MENPAN & RB)

1, Meningkatnya 48 Kasus Meningkatnya
jumlah pengaduan efektifitas
masyarakat yang pencegahan
tertangani korupsi dan

pengaduan
masyarakat.
(MENPAN & RB)
5. Meningkatnya 64,33% Meningkatkan Terwujudnya
| penyelesaian penyelesaian penyelenggaraan
tindak lanjut tindak lanjut hasil pengawasan
pengawas instansi
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| Capaian Sasaran | Sasaran pada PR
No Indikator Kinerja Renstra SOPD Renstra SOPD Renstrapl( /L
Kabupaten/Kota Provinsi
(1) (2) (3) (4) (5)
pemerintah  yang
terintegrasi,
efisien dan efektif.
(MENPAN & RB)
6. Prosentase SOPD 80% - Terwujudnya
yang  Nilai Hasil Instansi
Evaluasi LAKIPnya pemerintah  yang
“B” akuntabel
dan berkinerja
tinggi (MENPAN &
RB)
7. | Program 5 PKPT
pengawasan yang
disusun secara
asertif dan
patisipatif
8 Jumlah SOP vyang 7 Sisdur
dapat diterbitkan |

Berdasarkan tabel diatas bahwa salah satu tantangan yang drhadapl oleh
lnspektorat Kabupaten Kapuas pada masa mendatang adalah -membangun
Profesionalisme terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah tidaklah mudah dimana
Profesionalisme selalu identik dengan sikap yang menjujung tinggi nilai integritas,
kejujuran, kompetensu serta selalu memegang teguh amanah. Untuk membangunnya
perlu berbagai aspek atau hallmark. Sebagaimana yang dihadapi Aparatur Inspektorat
dengan begitu banyak perubahan yang terjadi baik tuntutan masyarakat yang
menghendaki ada perbaikan yang mendasar terhadap aparatur pe\merintah, Inspektorat
juga harus berbenah diri dengan meningkatkan kompetensinya, dimana pada saat ini
Aparatur pengawasan belum dapaf memenuhi kompetensi sesuai dengan apa yang
dipersyaratakan dalam organisasi pengawasan.

. Umpan balik tindak lanjut pengawasan belum maksimal, dimana ada 1.515
temuan dan baru ditindak |Ell'ljl.ltl 826 temuan, Ini menandakan masih belum
maks:ma!nya penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh objek pemenksaan yang
merupakar! tantangan bagi Inspektorat.

 Demikian juga hanya dengan Heterogenitas permasalahan menuntut aparatur
pengawasan harus lebih proaktif untuk dapat membantu dalam penyelesaian masalah

sesuai dengan kapasitasnya maka penetapan focus inters dalam pengawasan dan
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2.4.1

penyajian hasil pengawasan harus lebih baik lagi sehingga bermamfaat dalam perbaikan

kinerja pemerintahan.

Perubahan regulasi juga menjadi tantangan bagi aparatur pengawasan dimana
perubahan itu juga menuntut aparatur pengawasan mengikuti perubahan tersebut
dengan membuat sistem dan prosedur pengawasan yang handal.

Peluangan Pengembangan Peiayanan SOPD
Berdasarkan Tantangan diatas maka untuk dapat mencapai apa yang dicita-citakan oleh

Inspektorat Kabupaten Kapuas dalam Peluangan Pengembangan pelayanan g (lima)

Tahun kedepan adalah dengan melakukan :

Peningkatan Peran Inspektorat selaku assurance dan consulting

* Peningkatan Kapababilitas APIP

Pelaksanaan pengendalian Intern dan proses tata kelola secara efektif, serta

penerapan managemen risiko
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3.1

BAB.lIl. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SOPD

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Kapuas saat ini

dan

kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian

dalam menentukan visi dan misi .

Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan

Sémua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak

dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

ditelaah pada tabel berikut adalah :
Tabel 3.1 Identifikasi

Adapun Permasalah yang dihadapi oleh Inspektorat dimasa yang akan datang dapat

Inspektorat Kabupaten Kapuas

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SOPD

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
L Pelaksanaan reformasi | Kualitas pengawasan Masih  tingginya temuan
birokrasi area perubahan | belum memadai pemeriksaan terutama
Bidang Pengawasan masih temuan 01,02, dan 03 yang
belum memadai. berulang
Masih rendahnya

penyelesaian tindak lanjut
rekmendasi hasil
pemmeriksaan

belum
secara

Hasil pengawasan
dimutakhirkan
berkala

- dalam kurun waktu 15
Tahun terakhir belum

pernah dilakukan
pemutakhiran data

ndak lanjut secara
&usus hasil pengawasan
inspektorat

Pengendalian Intern belum
diterapkan secara optimal

- Nilai Maturitas SPIP Kab
Kapuas Tahun 2017 baru

mencapai 2,3
- Belum memahami
sepenuhnya tentang

maturitas SPIP

Jumlah tenaga pengawasan
tidak sebandiing dengan
jumlah
obrik/program/kegiatan
pengawasan yang diperiksa
secara berkala setiap tahun

- Jumlah Auditor tahun

terakhir sebanyak 7 Org
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<No < Masalah Pokok < Masalah ( Akar Masalah
\ \ - umlah P2UPD berjumlah |
4 Orang
Kemampuan pemeriksa
belum memadai untuk
bertindak secara
profesional.

- Monitoring kode etik dan
standar audit belum
dilakukan secara berkala

Penanganan pengaduan | - Data pengaduan belum
belum dilaksanakan secara terekapitulasi  dengan
optimal baik

- Data Pengaduan tidak

. diseleksi secara khusus

- Hasil pengaduan tidak
pernah dipantau tindak
lanjutnya

- Pengendalian Gratifikasi

belum dilaksanakan
secara optimal
- Penanganan Kasus

melalui whistle blowing
system masih belum
“memadai

- Penanganan Kasus
benturan  kepentingan
belum tertangani dengan
memadai.

Kapabilitas APIP  belum

level 3

Peran dan Layanan pada
elemen 1 belum memadai:
- Audit  kinerja  yang
dilakukan  APIP  belm
mencakup upaya untuk
menilai dan mengukur

capaian  kinerja, dan
meberikan saran
perbaikan.

Pengeiolaan - SDM  pada
elemen 2 belum memadai:
- APIP  belum memiliki
SDM  vyang berkualitas

profesional dalam
melaksanakan audit
kinerja.

Struktur Tata Kelola
Elemen 6. Belum memadai

- Dukungan Bupati
terhadap  pelaksanaan
kegiatan pengawasan

intern yang dilaksanan
" aleh APIP belum optimal,

disebabkan belum

~ -
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adanya mekanisme
pengawasan APIP oleh
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Daerah  (Pembentukan

Tim Pengawas

) Managemen Inspsktorat)
Kualitas  evaluasi  SAKIP penyelesaian tindak lanjut | Pelaksanaan Evaluasi SAKIP

belum memadai hasil rekomendasi evaluasi tidak  didukung dengan

SAKIP belum memadai Evaluator yang memadai

- Evaluator belum ada
yang diklat

- __Pedoman belum disusun

- Hasil Evaluasi belum
pernah terpantau tindak

L lanjutnya

' Belum tersusunnya

S pedoman pengawasan

Belum dilaksanakan

penilaian  kualitas  hasil

pengawasan secara mandiri

(Peer reviu hasil pengawasa)

- Belum . tersusun |

pedoman peer reviu

(Telaahan sejawat antar

irban/Tim)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala baerah.

Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas dalam rangka mendukung pencapaian visi
daﬁ misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas terpilih adalah melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas untuk dapat memberikan keyakinan yang memagdai bahwa visi dan misi
tersebut akan tercapai sesuai dengan rencana dan sesuaj dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Peran Inspektorat dalam hal ini adalah sebagai pemberi peringatan dini (early
warhing) terhadap adanya penyimpangan dan sebagai assurance dan konsultansi pada
Tata Kelola, Risiko, dan Pengendalian (Governance, Risk and Control), serta peran dalam
peningkatan kualitas laporan keuangan (peningkatan opini BPK). Untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut disusun

program prioritas Inspektorat Kabupaten Kapuas, penelaahan Visi dan Misi tersebut dapat

tersaji pada Tabel 3.2. Sebagai berikut :
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Tabel 3.2.Faktor Penghambat dan Pendoron

g Pelayanan SOPD Terhadap

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.
[ Visi : “Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri meialui
Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan”
Misi dan Program | Faktor
No | KDH dan Wakil KDH ng:;:f:as'g:o
terpilih Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1. | Misi 14. Mempercepat Pengawasan Belum ® Masih  lemahnya [ ¢ Komitmen
reformasi birokrasi | Efektif system Pimpinan
menuju pelayanan pengendalian untuk
prima, dengan Intern mewujudkan

. pelaksanaan
semangat kerja keras, :
reformasi
kerja  cerdas, kerja birokrasi
ikhlas, kerja berkualitas e Dukungan
dan  kerja  tuntas, pihak
dengan meningkatkan kementerian
kesejahteraan PNS, /lemibaga
tenaga kesehatan dan (KPK’BPKE'
Kementerian
guru Non PNS, Dalam
penyediaan fasilitas Negeri,
yang memadai dan BAPPENAS
berkualitas serta dalam ren
pemberian insentif, aksi
mendukung
penguatan
refomasi
birokrasi
bidang
pengawasan
Masih rendah ° Belum tersusun
profesionalisme kebijakan  \ yang
tenaga pemeriksa dan terprogram dengan
aparat pengawasan baik tentang
_ ; pengembangan
profesi secara
berkesinambungan
dan bersifak
profesional
Belum
terlaksananya
pelatihan mandiri,
dan masih
mengadalkan
pelatihan dari
pihak lain pembina
Jafung
Hasil pengawasan ® Hasil pengawasan
belum dapat belum menilai dan |
dimanfaatkan untuk mengukur  capaian
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Visi:  “Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui
Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan”
Misi dan Program Faktor
No | KDH dan Wakil KDH P:f;;::z"';(‘;:n
terpilih Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
perbaikan kinerja kinerja dan
memberikan saran
perbaikan kinerja.
Kapabilitas APIP masih |e Peran dan Layanan
level 2 belum memadai.

e Pengelolaan SDM
belum memadai.

® Struktur tata kelola
belum memadai

Indeks refomasi * Pelaksanaan

birokrasi belum reformasi birokrasi

pernah dinilai belum
dikoordinasikan
dengan memadai

® penilaian  mandiri
reformasi birokrasi
belum pernah
dilaksanakan.

e pelaksanaan
reformasi birokrasi
belum terinput
dengan baik dalam
aplikasi PMPRB

Program Peningkatan | « . °
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
kebijakan Kepala Daerah
Program Peningkatan ° °
Profesionalisme  tenaga X,
pemeriksa dan Aparatur
pengawasan
Program :penataan dan ° °
penyempurnaan '
kebijakan sistem dan

L I prosedur pengawasan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SOPD Provinsi/Kabupaten

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat beberapa faktor-

faktor penghambat atau

pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari

saran jangka menegah Rentra K/L dan Renstra SOPD Provinsi,

beriku

|-

yang dijelaskan pada tabel
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Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SOPD Kabupaten berdasarkan Sasaran
Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya.
No Sasaran Jangka Menengah Permasalahan Sebagai Faktor
Renstra K/L Pelayanan SOPD Kabupaten Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1. | Tata kelola pemerintahan | Nilai akuntabilitas | Terdapat Komitmen
yang baik dan bersih (good penyelenggaraan indikator yang | seluruh  unsur
,governance  and  clean | pemerinatahan daerah | belum pemerintahan
goverment) di lingkungan berkategori tinggi dengan | terpenuhi untuk
Kementerian Dalam Negeri, | posisi pada tingkat 244 dari meningkatankan
Pengawasan atas | 395 Kabupaten nilai akutablitas
penyelenggaraan urusan penyelengaraan
pemerintahan di Daerah pemerintahan
yang baik, dan
pemerintahan yang
berintegritas di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri
- dan Pemerintah Daerah,

2. | Peningkatan efektivitas | Nilai hasil evaluasi penilaian | Koordinasi ‘| Beberapa
pelaksanaan reformasi | mandiri Pelaksanaan | pelaksanaan Indikator PMPRB
Birokrasi reformasi birokrasi (PMPRB) | PMPRB belum | secara empiris

untuk kabupaten Kapuas | dilaksanakan | sudsh
baru 56,16 secara dilaksanakan
optimal

2. | Meningkatnya Nilai Akuntablitas Kinerja | Penerapan Komitmen
akutantabilitas kinerja pemerinatah kabupaten [ SAKIP belum pimpinan dalam

Kapuas sudah berkategori B sepenuhnya upaya perbaikan
(61,11) akan tetapi terdapat | dilaksanakan Sintiem
beberapa kelemahan dalam sebagalan Akuntabilitas
penerapan Sistem | indikator feed | kinerja terus
Akuntablitas kinerja back dilakukan.

perjanjian

kinerja

organisasi,

individu

secara

berjenjang.

3. [Meningkatkan  Maturitas | Maturitas SPIP kabupaten | SOPD  belum | Komitmen
Sistem Pengendalian Intern kapuas sampai saat ni baru menerapakan |pimpinan upaya
pada Kementerian, | mencapai leve; 2,3 SPIP  secara penerapan SPIP
Lembaga, Pemerintah formal
Daerah dan Korporasi dan
Program prioritas
Pembangunan Nasional

4. | Meningkatkan  Kapabilitas | Nilai Kapabilitas APIP | Kapabilitas Komitmen
Pengawasan Intern | Inspektorat baru mencapai | APIP  belum pimpinan untuk
Pemerintah , Pada | Level 2 sepahami mencapai
Kementerian, Lembaga dan dipahami kapabilitas APIP
Pemerintah serta Korporasi secara utuh

oleh seluruh
komponen
organisasi
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Berdasarkan telaahan pada Renstra K/L diatas bahwa yang menjadi Isu Stategis dalam

peningkatan pelayanan SOPD adalah Pertama,

Peningkatan_ Kapabilitas Aparatur

pPengawasan terutama meningkatkan kompentesi tenaga Auditor Kedug, Peningkatan

kemampuan Evaluator LAKIP untuk mendukung terwujudnya Instansi pemerintah yang

akuntable dan berkinerja tinggi.

Ketiga, pelaksanaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Keempat, Peningkatan Maturitas SPIP.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SOPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra
SOPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

Sasaran Jangka Sebagai Faktor ]
Permasalahan —]
ho Menengah Renstra Pelayanan SOPD Penghambat Pendorong
SOPD Provinsi
(1) (2) (3) (4) (5)
fil. Penyelesaian tindak lanjut Terdapat tunggakan | Pelaksanan Komitmen
hasil pengawasan penyelsaian tindak | pemutakhiran | pimpinan
lanjut hasil | data  tindak | dalam
pemeriksaan lanjut*  hasil | penyelesaian
pemeriksaan | tindak lanjut
masih belum
dilakukan
secara
optimal ]

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Faktor penghambat dan pendorong dari

implikasi KLHS.

Tabel 3.5

pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat
dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No. Hasil KLHS terkait Permasalahan Faktor
Tupoksi PD Pelayanan PD Penghambat Pendorong
1. |2 (dua) Indikator [ 1. Prosentase Kapasitas ~  dan | Kebijakan
TPB  yang menjadi penyelesaian kualitas SDM yang pengawasan
tanggung tindak lanjut hasil | belum memadai yang
Inspektorat telah pepemriksaan | memprogram
mencapai target BPK-RI untuk | peningkatan
Nasional mendukung kapabilitas APIP
mempertahan
WTP masih
belum maksimal.
2. Kualitas
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No Hasil KLHS terkait Permasalahan Faktor

Tupoksi PD Pelayanan PD Penghambat Pendorong

penyelesian
tindak
rekomendasi
hasil Evaluasi
SAKIP masih
belum memadai

2. | Inspektorat telah | Anggaran yang | Kegiatan | dukungan
mengkontribusikan | tersedia untuk | pengawasan yang | Anggaran untuk
anggarannya untuk | mendukung peran | harus dilaksanakan keperluan audit
indikator-indikator | pengawasan dalam | belum sebanding | mandatory yang
TPB sebesar 7,75% | kontribusi indikator dengan jumlah | mengalami
TPB masih  belum anggaran yang | peningkatan
memadai tersedia. setiap tahunnya

3.5. Penentuan Isu-isu Staregis

Capai pelayanan perangkat daerah pada periode renstra sebelumnya masih terdapat
indikator kinerja yang belum tercapai seperti masih tingginya temuan hasil Pemeriksaan
BPK-RI baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Audit Investigasi, dan
Evaluasi Kinerja setiap Program Pemerintah, masih belum optimal penanganan tindak
lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat sendiri, dan evaluasi SAKIP belum dilaksanakan pada

tahun terakhir.

Jika memperhatikan Sasaran Strategis Kementerian dan Lembaga Pemerintah maka
menjadi perhatian adalah peningkatan Kualitas Penyelanggaraan Pemerintahan daerah,
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah, Peningkatan penerapan kualitas SAKIP,
peningkatan Maturitas SPIP dan peningkatan Kapabapilitas APIP. Begitu halnya Sasran
Stategis Inspektorat Provinsi Kﬁlimantan Tengah yang menghendaki adanya peningkatan
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

KhUSL_IS implikasi KLHS, dari 2 (dua) indikator TPB yang menjadi tangung jawab Inspktorat
kabupaten kapuas pada periode sebelumnya telah mencapai target Nasional, akan tetapi
pada upaya mempertahankan opini WTP dan peningkatan kua[iatas penerapan SAKIP

harus menjadi perhatian.
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berhubungan atau mempengeruhi SOPD dari-faktor eksternal lainn

Untuk mendukung informasi yang relevan dalam penentuan isu-isu Strategis yang

ya adalah pada tabel

mencapai 85% Level-
3;dan 1% Level-1.

s APIP membuat
sistem peringatan
dini,

® APIP  memberikan
solusi atas berbagai
masalah.

¢ Tingkatkan
kapabilitas
pengawasan intern
pemerintah.

berikut :
Tabel 3.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
[ Isu Strategis J
No Dinamika — Dinamika .
L Intérnasional Dinamika Nasional Regional/Lokal l Lain-lain
(1) (2) (3) (4) () ]
15 - Sesuai Peraturan Presiden Berdasarkan hasil
Nomor 81 Tahun 2010 Evaluasi PMPRB
tentang  Grand Design | Kabupaten kapuas
Reformasi Birokrasi 2010- bernilai 56,16
2025 harus adanya
perbaikan di 8 area
perubahan Reformasi
Birokrasi
2 - Sesuai dengan Peraturan Maturitas SPIP
Pemerintah Nomor 60 Kabupaten Kapuas
-3 Tahun - 2008 tentang | masih 2,3
b Sistem Pengendalian
- Intern Pemerintah (SPIP)
| bahwa setiap instansi
pemerintah wajib
3 menyelenggarakan Sp|p.
=5 3 - Arahan Presiden RJ Kapabilitas
Rakornas Pengawasan Inspektorat
-5 Intern Pemerintah Tahun Kabupaten Kapuas
2015 Baru mencapai
9 Jakarta, 13 Mei 2015 Level 2
-8 Kapabilitas APIP:
* Lima tahun kedepan, N
level Kapabilitas
APIP ditargetkan

e W e e W e W d W
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RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Berdasarkan Telahaan Gambaran Pelayanan SOPD periode 2013-2018, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah serta Telaahan
faktor Lingkungan Eksternal » maka menjadi Isu Srategis yang akan ditangani pada Tahun 2018-
2023 adalah sebagai berikut -

* Nilai indeks Reformasi Birokrasi pada Area Perubahan komponen pengawasan masih
rendah

* Kualitas pengawasanlbelum memadai, yang indikasinya adalah masih tingginya temuan
pengawasan, Masih banyaknya tunggakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
dan TPTGR dan Maturitas SPIP belum mencapai Level 3

* Penanganan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan belum
tertangani secara optimal

* Kapabilitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kapuas belum Level 3;

* Kualitas hasil evaluasi SAKIP masih belum memadai, yang indikasinya adalah penyelesaian

tindak lanjut hasil evalausi SAKIP belum tertangani dengan baik.




4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menen

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

BAB.IV. TUJUAN DAN SASARAN

gah Pelayanan Inspektorat Kabupaten

Kapuas
Data
Capalan TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
TARGET pada
NO TUIUAN * | INDIKATOR | KINERIA | SASARAN '?gm?f t::,:l“
TUJUAN TUJUAN Perencan
A 2019 2020 2021 2022 2023
(2018)
1 5. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Meningkat | Nilai 12 Meningk | Persentas 72 2% 10% | 15% 18% | 20%
kan Indek atkan e temuan
kualitas Reforma kualiitas | Penuruna
penerapan | si pengawa | n Jumlah
reformasi Birokrasi san Temuan
birokrasi Sub kode
Area Unsur 01,02,dan
Pengawasa | Penguata 03
n n
Pengawa
san
Prosentase
rekomend
asi  hasil _
pemeriksa | #4301 55 [ oge | 0 | s | g
an  yang
ditindak
lanjuti)*
Nilai
Maturitas 23 3 3 3 4 4
. SPIP
* Meningka | Prosentase
' tnya pengaduan
penangan | masyaraka
an CooYang | oo 75 75 8 | 100 | 100
pengadua | selesai \
n ditindaklan
masyarak | juti)**
at
Meningka | Nilai . g
tkan Kapablitas
Kepablita | APIP 2 3 = 3 Ve | mrend
s APIP
Meningkat | Prosentas Meningka | Prosentase
kan e  hasil tnya hasil
Kualitas evaluasi kualitas evaluasi
evaluasi SAKIP Evaluasi SAKIP
2. SAKIP Yang 80% penerapa | yang - 75 75 75 75 80
ditindakia n ditindaklan
njuti oleh | akuntabili | juti oleh
SOPD tas SOPD | SOPD)**




M.

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

BAB.V. STRSATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

[ Visi

Misi

“Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri
melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan”

“Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat
kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan
meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS,

PV IV SOV

&/

penyediaan fasilitas yang memadai da

n berkualitas serta pemberian insentif.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan
kualitas
penerapan
reformasi

birokrasi  Area
Pengawasan

Meningkatkan kualiitas

pengawasan

Menurunkan temuan
pemerikasan pada kode
temuan 01,02 dan 03
Meningkatkan penyelesaian
tindak lanjut hasil
pengawasan

Meningkatkan pengendalian
intern

a.

Pendidikan
Pelatihan bidang
pengawasan
untuk Aparatur
Pengawasan
Sosialisasi SPIp
Penilaian
Maturitas SPIP
Penyusunan
Pedoman
Pengawasan
Pemeriksaan,
reviu,
Evaluasi,monitori
ng

Monitoing tindak
lanjut rekondasi
hasil
pemeriksaan
Konsulting dan
8imbingan Teknis
Peer reviu Hasil
Pengawasan
Monitoring Kode
etik

Penilalan
pelaksanaan
refomasi
birokrasi

Meningkatkan
APIP

Kapabilitas

1. Membangun 6 elemen

peningkatan Kapabilitas APIP

Dikiat Sertifikasi
Auditor/P2UPD
Diklat Mandiri
Diklat Lanjutan
secara
berkesinambung
an

Peningkatan
pemenuuhan 6
elemen
perubahan
Kapabilitas APIP

Meningkatkan penanganan
pengaduan masyarakat

Meningkatkan
penyelesaian tindak lanjut
pengaduan masyarakatan
secara optimal

Penyusunan
pedoman
penagan
pengaduan
masyarakat, WBS

WWWWYEYLEWYE WYY WY YW WY WY W
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Visi “Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri
melalui Pembangunan vang adil dan Merata serta Berkelanjutan”
Misi “Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat

kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan
meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS,
penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif.

oo
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

dan benturan
kepentingan
Pengumpulan
data pengaduan
Penanganan
administrasi
pengaduan
(seleksi)
Koordinasi
dengan APH
Pemeriksaan
tujuan tertentu
Pemantauan
Tindak Lajut

Hasil
Pemeriksaan J

Meningkatnya
Kualitas evaluasi
SAKIP

Meningkatnya kualitas
‘Evaluasi penerapan
akuntabilitas SOPD

1.

Meningkatkan

penyeselsaian tindak lajut

hasil evaluasi SAKIP

Diklat Untuk- |
Evaluator SAKIP
Penyusunan
Pedoman
Evaluasi SAKIP
Pelaksanaan
Evaluasi SAKIP
Monitoring
tindak lanjut
Rekomendasi
Hasil Evaluasi
SAKIP
Konsulting,
Bimbingan
Teknis SAKIP
Peer Reviu
Kesesuaian
Pedoman Evaluasi
SAKIP dengan
Laporan Hasll
Evalausi SAKIP
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| BAB.VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun Rencana Program dan Kegiatan pendanaan Indikatif sebagai berikut :
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RENCANA STRATEGIS 2018-2023 |

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan,

YT Y ST TR RS ST Y (Y S SRy

dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kapuas 2018-2023

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja Program
{outcome) dan
Keglatan (output)

Data

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Capaian
pada Tahun
Awal

Tahun 2019

Tahun-2020

Tahun-20‘21

Tahun-2022

Tahun-2023

Kondisl Kinerja pada
akhir périade Renstra

50PD

Perencanaan

target

Rp
(X1000)

target

Rp
{X1000)

Rp

target (X 1000)

Rp

target {X1000)

target

fip
(X1000)

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(€)

(7)

(8)

9

(10)

(11)

(12) (13)

(14) (15)

(16)

(17)

(18)

(x1000)
(19)

Meningketkan
kualitas
penerapan
reformasi
birokrosi Area
Pengawosan

Program
peningkatan sistem
pengawasan

_|Internal dan pan

gendallan kebijakan
KDH

Persentase
Penurunan Jumlsh
Temuan kode
01,02,dan 03
sesual wilayah
kerja

NA

2%

2.212.656

E%

2.227,408

10% 2.287.408

18%

2.347.408 20%

2.405,408

20%

11.480.28¢

Persentase
rekomendasi hasil
pemeriksaan
(itkab)yang
ditindak
sesual
Kerja

lanjuti
Wilayah

64,3%

0%

75%

75%

80%

80%

Persentase SOPD
yang  mencapai
Level 3 Maturitas
SPIP sesuai
wilayah kerja

NA

70%

75%

75%

Jumlah’ Kasus
pengaduan
masyarakat  yang

ditangani

36

11

12

BO%

12

12

59

20

persentase
rekomendasi hasil
reviu dan evaluasi
SAKIP
yangditindak lajuti
sesuai wilayah

kerja

NA

75

75

75

80
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Tujuan

Sasaran

lndfkalor. Sataran

K

ode

Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data

Vb w

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Capalan
pada Tahun
Awal
Perencanaan

Tahun 2019

Tahun-2020

Tahun-2021

Tahun-2022

Tahun-2023

Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SOPD

target

Rp
(X1000)

targat

Rp
{X1000)

target

Rp
(X 1000)

target

Rp
(X1000)

1

(2)

{3)

(4)

()

(6)

(7)

(8) ()

(10)

(11)

(12) (13)

(14)

target

Rp
(X1000)

(15)

Rp

B | (x1000)

(16) (17)

(18) (19)

Meningkatnya| Pe
kualiitas

pengawasan

03

rsentase

Fenvrunan
Jumlah  Temuan
kode

01,02,don

20

7

20

Pelaksanaan’
pengawasan internal
secara berkala

Jumlah  faperan
hasll pengawasan
yang diterbitkan
tepat waktu

849 LHP

58 | 705.684.000

58

575.000.000

58 560.000.000

Nilai Teloahan
Sejowat(antar
APIP)

79

82

46.000.000

58

535.000.000

60 663.092.000

3.038.776.00
262 0

85

46.000.000

79

Rate-rata
Hasil
Sejawat
IRBAN

Nilai
Telaghan
antar

NA

70

80

90 NA

Meningkatnya
penanganan
pengaduan
masyarakat

Prosentase
pengaduan
masyarakat yang
selesal
ditindaklanjuti)**

Penanganan
pengaduan d
lingkungan
Pemarintah Daerah

Jumlah  Laporan
Hosil Pemeriksaon
yeng diterbitkan

55 LHP

1
°| 230000000

2 185.000.000

. 180.000.000

2
121" 195.000.000

1
2 200.000.000

58

970.000.000

Jumlah
Gratlfikasi

Loporan

NA

Jumlah Kasus yang
ditangani melalui
was

NA

i |

Jumlah
Benturan
Kepentingan

Kasus

NA
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Dat.a -
: ’ Program dan Kinerja Program Capaiay 19 hun-20: . Koncis lffnerja psda
Hijoan Sasaran | Indikator Sasaran Kode — pada Tahun Tahun 20 Tahun-2020 Tahun-2021 Tahun-2022 Tahun-2023 akhir pericde Renstra
giatan (outcome) dan Awal s0PD
Kegiatan (output) Phrsnisnasn Rp i Rp Rp . Rp R R
target (X1000) target (X1000) target {X 1000) target {X1000) target (XIO%OJI target [Xlﬂ%ﬁl
(1) (2) (3}, (4) (s) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) {15) (16) (17) (18) (19)
Pengendalian Jumlah  loporan -
Manajemen hasil
Pelaksanaan pengawascn/
r kebijakan KDH survey 4
pengendalion 82,940,000 65.000.000 65.000.000 63.000.000 76.000,000 21| 351.940.00(
mangemen.
pelaksanan  KDH
yang  dterbitkan
tepat waktu
Meningkatnya | Prosentase 201 7 |120| 5 |Inventarisasi Jumlah 20 PHP
kualiitas rekomendasi Temuan Hasil | Rekapitulasi
engawasan | hasll Pengawasan ‘Pemutkhirdata
P embiiisadd Dats yang 14.408.000 10.462.000 10.452.000 10.462.000 13.000.000 20 351.940.00¢
yang  ditindak diterbitkan
lanjuti)*
20| 7 |20| & |Tindak Lanjut Hasil| Prosentase Obrik 17 Laporan | 70% 75% 75% B0O% BO% 70%
Temuan yang 177.444.000 144.000.000 135.000.000 135.000.000 150.000.000 177.444.000
Pengawasan menindoklanjuti
hasil pengowasen
201 7 |20! 7 | Koordinasi Laperan 15 Lapora 20 642,
Pengawasan  yang|pelaksanaan 10 12 12 12 12
lebih komprehensif |koordinas] e 124.000.000 120.000.000 116.000.000 130,000,000
pengawasan
20| 7 (20| & [Pengawasan Kegiatan 17 Laporan 17 500.000,00 17 500.000,00 17 500.000,00 17 500.000,00 17 500.000,00 85 2.500.000
pungutan liar | pengawasan
penyelenggaraan sosialisasi
pemerintah daerah | SABERPUNGY
Evaluasi berkala Prosentase hasil
hasil pengawasan pengawasan yang
(Gelar Pengawasan) |dapot dievaluais % 35.000.000 3% 50,000,000 7% 3s000000] 8% 50.000,000
pekembangan
tindak lanjutnya
Meningkatnya [ Nilai  Maturitas Pemantauan Jumlah SOFD yang - 19 20 25 30 30 124 316.960,000
kualiitas penerapan SPIP pelaksanaan mencapai Level 3 .
pengewasan penerapan SPIP '
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan .
Ikator Data = - —
p d Ki 'T p Capalan . - | Kondisi Kinerja pada
: g rogramdan . Inerja Program " Tahun 2019 Tahun-2020 - Tahun-2021 Tahun-2022 Tahun-2023 akhir periode Renstra
Tujuan Sassran | Indikator Sataran Kode Kegiatan (outcome) dan pad:;:ihun . ced
' Keglatan (output) R R R
Perencanaan 5 P = p Rp Rp - Rp
target (X1000) Grpet {X1000) target. (X 1000) target {X1000) target (X1000) target (X1000}
(1) 2 (3) © (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) {12) (13) (14) (15) (18) (17) {18) (19)
‘ Maturitas SPip 80.000.000 . 40.000.000 62.960.000 61.000.000 73.000.000

Meningkatnya |Prosentase hasil fleviu dan Evaluasi Jumlah Laporon

kualitas evaluasi  SAKIP Sistem  Akuntablitas Hosil Reviu dan

Evaluati yang Kinerja Instnsi Evolousi yong

penerapan | ditindaklanjuti Pemerintah diterbike tesie 31 3 80.000 31 90.000 31 90.000 n 90.000 31 90.000 155} 351,000,000

akuntabilitas |oleh SOPD)**

woktu

S0PD :

Meningkatkan [ Nilai  Kapablitas Program Prosentase

Kapabiltas  [APIP peningkatan auditor/P2UPD :

APIP Profeslonalisme yang bersertifikosi 100| 359,77 80| 250.000. 80| 245.446. 80| 220.937, 100| 315.000. 100 S
Tenaga Pemeriksa 2.000 000 000 000 000 o
dan Aparatur
Pengawasan
Pelatihan Jumlah  Aparatur 73.490 54 693.960
::“3::“’“::;" ks |70 bemerfikosi) g 15156 12 110,000, 10| 100.446, 10| 100.446. 10/ 135.000.

g, riks Auditor/P2UPD
i Anaratys 8.000 000 000 000 000
Pengawasan
Pelatihan Teknis [ Jumlah  aporatur 117
Pengawasan  dan yeng  diikutkan
Penilaian dolam diklot .
Akuntabiiitas Kinerja R 12 208.22 20 150.000. 20| 145.000. 20| 120.491, 20| 180.000,
4.000 000 oo 000 000
pengowosan/ . ’
sertifikasi profesi
Jumlah  Kegiatan 12 ) 12 12 12 | : 12 12 60
PPM
1(20] 7 |22|Program penataan|Jumiah Sistem dan 2 2 2 2 2 5 110.000
dan prosedur
penyempurnasn __|nargmencin. yarg 27.429 21,0000 zo.ooo.cj 25.000.0
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RENCANA STRATEGIS 2018-2023

VIL.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPIMD

- Kondis]

‘. Prosentasé
jumlah temuan
01,02, dan 03

72 temuan

15%

2. [Persentase
rekomendasi
hasil
pemeriksaan
yang ditindak
lanjuti)*

64,3 %

70

75

75

75

80

80

3. |Nilai Maturitas
SPIP

2,3

4. |Nilai
pabilitas
PIp

Level 3 DC

3 Menuju 4

3 Menuju 4

5. |Prosentase
pengaduan
masyarakat
yang = selesai
ditindaklanjuti

50

75

75

75

85

100

100

6.. IProsentase

hasil evaluasi
SAKIP yang
ditindaklanjuti

oleh SKPD

NA

60

65

70

75

80

80
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RENCANA STRATEGIS 2018-2023

VIII. PENUTUP

‘Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten kapuas Tahun 2018-2023 ini dirumuskan sebagai
menjadi acuan bagi Aparatur Inspektorat Kabupaten Kapuas dalam menjalankan tugas dan
fungsinya selama 5 tahun mendatang,, .

Tujuan , Sasaran, Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis inj
diupayakan lebih realistis dan benar-benar ingin diimplementasikan serta diupayakan untuk dapat
diukur berdasarkan indikatornya masing-masing.

Harapan kita agar Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten kapuas Tahun 2018-2023 ini
dapat memberikan gambaran tentang araﬁ kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan

yang daj)al ikut serta mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama dalam mewujud pemerintahan

‘yang baik dan bersih.

Kuala Kapuas, April 2019

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS

i

Drs,CATUR FERI ANTO,MT
Pembina Utama Muda
NIP.19650212 199003 1 01?'%'
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s
Tu "%." :
Inventarisasi Terlaksananya  |Dokumen
temuan inventasrisan Rekapitulasi
pengawasan pengowasan Tindak Lanjut
(SIM-HP)
Tindak lanjut | Terlaksananya  |jumiah
hasil temuan (pemutkahiran  |rekomendasi
pengawasan data tindok Hasil
lanjut hasil pengawasan
pengawasan vang ditindak
Evaluosi  berkala | Terlaksanya Jumlah
temuan hasil |gelar rekomendasi
pengawasan pengawasan hasil
pengawasan
Konsultasi dan Terloksananya  |Jumlah kegiatan
advis . konsultasi da konsultansi dan
advis , advis.
Telachon sejowat Terlaksnanyo Jumlah Loporan
Telaahan Telachan
o sejawat intenal |sejowat
dan antar APIP
Meningkatnya | Nilai Maturitas |Program _ Meningkatnya Persentase SKPD Sosialisasidan Terlaksannyo Jumlah SKPD
Pengendalian SPIP peningkatan sistem|Penerapan SPIP yeng membangun  |Bimtek Sosialiasi dan yang diberikan
internal pengawasan Internal Linkungan Bimtek Sosialiasis dan
dan  pengendalian Pengendalian pembangunan  |Bimteks
kebijakan KDH lingkungan
pengendalian
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Melakukan

Terlaksananya

Jumlah

penyusunan penyusnan Pedoman/SOp
Pedoman Pedoman vang diterbitkan
‘ Melakukan Terloksananye | Jumiah Kegiatan
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
tatacara tatacara
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakat
Penanganan Terlaksananye | Jumich LHP yang
kasus pengaduan pengaduan diterbitkan
di lingkungon |moasyarakat
pemerintah
doerah
Penyusunan Terlaksananye  |Pedomon yang
pedoman pedoman diterbitkan
Gratifikasi gratifikasi
Meningkatnyn Persentase Laporan Penanganan Terlaksanonye | Jumiloh Laporan
Kepotuhan Gratifikasi Laporan penangan Grotifikasi
terhodap Gratifikasi Laporan
Gratifikosi Gratifiakasi
Meningkatnya Persentase Pemantougn Terloksananye  |Jumiah Leporan
- kepatuhan penurunan penerapan Kode |pemantau Kode pemantau Kode
terhodap kode Pelanggaran kode |etik APIP etik APIP etik APIP
: etik APIP etik APIP
Program  penataan Meningkatkanya |Persentase Penyusunan Terlaksananya  |lumiah
dan penyempurnaan|mekanisme dan pemenuhan kebijakan sistem |Penyusunan Pedomaon
kebijakan sistem dan|prosedur pedoman/sSop dan praosedur |sistem dn Pengawasar
prosedur pengawasan pengawasan pengawasan prosedur yang diterbitkan
pengawasan pengawasan
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. Tabel 5 *
Indikasi Program dan Keglatan

2018 2020 2021 2022 2023
K Rp K Rp K Rp K Rp
1. [Meningkstnya "= o Nilai indek Reformasi| 5,5 7,5 x 8 3 12
kualitas ; penerapan | Birokrasl Sub Unsur -
reformasl birokras| Penguatan
;l_ru?é asan: Pengawasan

No. Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja

=

Rp

1.1 |Meningkotnyo -|Program  peningkaton |Persentase 2% 1.212,974.000 | 8% 1.039.462.000 | 10% 1.007.422.000 | 18% 1.001.462.000 | 20% 1.155.092.000
kualitas pengawesan |sistem pengawasan |Penurunon  Jumlch i
Internal don |Temuon kode
pengendalian  kebljakan |01,02,dan 03 sesual
KDH wilayah kerjo

Persentase 75% 75% 75% 80% 20%
rekomendesi  hosi|
pemeriksaan
(tkabjyang ditindak
lanjuti sesuaf
Wilaysh Kerjo

Persentase SOPD| 75% 75% 75% BO% BO%
yang mencapol Leve|
3 Maturitas SPIP

Pelaksonoan Jumleh loporan hasil 58 705,684,000 58 575.000.000 58 560.000.000 58 535.000.000 &0 663.092.000
pengawasan interniol |pengawason  yang ’ e
secaro berkala diterbitkan tepat
woktu
Nilai Telaokan| 79 82 46,000,000 85

000, 46.000.
Sejawat{ontar APIR) 6.200.000

Rata-rata Nifal Hasil NA 60 70 80 80
Teloohan  Sejowat
antar IRBAN =

Pengendalian Jumlah laperan hasil 5 82,940,000 4 65.000.000 4 65.000.000 4 63.000.000 4 76.000.000
mangjemen pengawasan/ survey e
pelaksgnaan pengendolian
kebijakan KDH mangemen
pelaksonon KDH
vang dterbitkan
tepat waktu
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No. | TYujuan/Sasaran Program/Keglatan Indikator Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
K fip K Rp K Rp K Rp K Rp
Inventarisasi temuan |lumiah Rekapitulasi 4 14.408.000 4 10.462.000 4 10.462.000 4 10,462.000 4 13.000.000
pengowasan Pemutakhirandan
data Yang
diterbitkan
Tindak lonjut  hesll |Prosentase Obrik| 70% 177444000 | 75% 122000000 [ 75% 138.000.000 | 80% 135.000.000 [ 80% 150.000.000
temuan pengawosan |yang
menindaklanjut!
hasil pengawasan
Koordinasi Kegiotan KXoordinasi 10 152.498.000 12 124,000,000 12 120.000.000 12 116.000.000 12 130.000.000
pengowasan  yang |penyelenggaroon '
lebih komprehensif pengawasan gengan
APIP, BPK, dan APH )
Evaluasi berkala |Prosentase hasil 75% 35.000.000 | 75% 50.000.000 | 75% 35.000.000 | B0% 50.000.000
temuan hesil | pengawasan yang
pengawasan dapat dievaluasi
perkembangan
tindak lanjutnya
© Pemantouan Jumloh SOPD yang| 19 80.000.000 20 £0.000.000 25 62,960.000 30 61.000.000 30 ?3.000566.
Pelgksanaan mencopal Llevel 3
Penerupan SPIP Maturitas SPip
Progrem penctaondon | Pedoman 2 27.429.000 2 15.000.000 2 21.000.000 2 20.000.000 2 25.000.000
penyempurnaan |Pengawasan  yang
kebijakan sistem dan diterapkon
prosedur pengawasan
Penyusunan kebijokan |Jumigh 2 27.429.000 4 15.000.000 4 21.000.000 i 20.000.000 4 15.000.000
sistem dan prosedur |Pedoman/sop
péngowosan pengowasan  yung
diterbitkan
Program Peningkatan  |Prosentase #egiatan 8 104.000.000 | 14 74.000.000 | 22 58.000.000 | 22 56.000.000 | 22 74.000.000
Kapasitas Sumber Daya  |sosjalisas dan o
Aparatur bimteks yong
diselenggarakan
Sosiallsesi  peraturan [Jumigh kegiatan 4 42.000.000 6 32.000,000 6 25.000.000 [ 24.000.000 6 32.000.000
perundang-undangan |sosialisasi peraturan
Pendangan yang
dilaksanokan
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No.| Tujuan/Szsaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja - o o : - 2020 = - 2021-;‘ 2022 3023
= y P K Rp K Rp
Bimbingan teknis {Jumloh kegiatan 4 62.000.000 8 42,000,000 16 3.000,
implementasi 3imbingan 300000 16 324000009 i ‘42.000.000
peraturan perundang- teknis/konsultasi/ad
undongan vis
1.2 |Meningkotkan Progrom  peningkatan |Jumlah Kesus| 10 730.000.000 12 552.500.000 12 573.500.000 12 55-?.350.000 12 661,150,000
penanganan sistem pengewasan | pengaduan !
|pengaduan * |internal dan | mosyorakat.  yang ;
masyarokat pengendalian  kebijakan |ditongani
KDH
Penanganon  kasus [Jumlah Laporon Hasil| 10 230.000.000 12 185.000.000 12 180.000,000 12 175.000.000 12 200.000.000
pengaduan di|Pemeriksoan  yang R
lingkungan diterbitkan
pemerintah deerah
Jumiah Loporon 1 1 1 1 1
Gratifikosi
Jumich Kasus yang 1 1 1 1 1
ditangani  melolui
wiis
Jumlah Kasus 1 1 1 1 ]
Benturan
Kepentingon
Pengowoson Jumlah Kegiaton| 17 500.000.000 17 407.500.000 17 393.500.000 17 382.350.000 17 461.150.000
Punguten Lior \sosiaflalasi dan b
Penyelenggoroan koordanasi
Pemerintahan Doerah (penanganon PUNGLI
1.4 |Meningkatkan Program peningkatan |Prosentase 100 359,772,000 80 260.000.000| 50 245.446.000 80 220.937.000 | 100 315,000.000
Kapabifites APIP Profesionalisme  Tenagn auditor/P2UPD yong iy
Pemeriksa dan Aparatur |bersertifikosi
Pengowasan,
Pelatihan dumich Aparatur 9 1.548.000 12 110.000.000 i0
pengembongon yang  berserifikas! ” ’ WA = 10045000 s 135.000.000
tenaga pemeriksa dan |Auditor/P2UPD
oparatur pengawasan
Pelatthon teknis |Jumfah aporotur 12 208.224.000 20 150,000.000 0
pengawasan dan |yang dilkutkan 0 ’ I % 120493000 & 180.000.000
penifaian dalom diklat
akuntobilitos kinerja subtansi/teknis
pengawasan/
sertifikasi profesi
Jumlah Kegiotan 12 12 12 12 12
PAM
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No.| Tuuan/sasaran | Program/Kegistan | Indikator Kinerfa - 20 = - L = S 2021 - - 2022 - _ 2023 -
2. |Meningkatnys persentase { 75 15 75 75
Kualitas evaluasi rekomendasi: - hasil
SAKIP ; reviv dan evoluas
2.1 -Mmfugﬁamyo m p{ﬂfﬂﬂ*mﬂ pérsentase 70 88.000.000 75 61.000.000 75 61.000.000 75 61.000.000 80 80,000.000
kualitas Evaluasi sistem pengowasan |rekomendasf  hasil
penerapan Internal . dan|reviy dan evoluasi| -
okuntabilitas SOPD  |pengendalian  kebljakan | sAkip yangditindak
KDH lojuti sesugi wilayah
kerjo
Reviv  don  Evoluasl |Jumioh Loporan Hasil| 31 88.000,000 31 61.000.000 3 61.000.000 31 61.000.000 E) | 80.000.000
Sistem  Akuntabilitas |Reviu dan Evolausi
Kinerja Instansi |yong diterbitkan
Pemerintah tepat waktu
m- Tt L Ll B i S AN AT 5 [ T Wmeie F T —
'rogram Pelayanan |Nilg] 1kn 70 75 258.068.000 285.558.000
Administrasi Perkantoran ;
Penyediaon Jasa Surat |Surat yang  terkirim 5 45.704.000 5 48.704,000 5 48.704.000 5 48.704.000 5 48.704.000
Menyurat tepat waktu Surat/ho
]
Penyediaan Jasa | Waktu penyediaan 59.400.000 12 59.400.000 12 59.400.000 12 55.400.000 12 59.400.000
komunikasi, sumber |jasa komunikasl, | 128in/T
daya alir dan listrik sumber doyo oir dan| hn
listrik
Penyedioan fosa | Jumiah aparatur| 2 Org 5.000.000 2 2 3.800.000 2 B 2
Jaminan yang  memperoleh
pemeliharaan bontuon
kesehatan PNS \pemeliharoon
kesehatan
Penyedioan Jusa |Jumlah  Polis Jasa| 2 Polis _34.604.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 22.000.000
Jaminan barang mitik {jaminon barangmilik
daerah doergh
Penyedioan Jjasa |Jumiah penyedioan 12 28.774.000 12 24.000.000 12 22.000.000 12 22.003.000 12 26.000,000
kebersihan kantor |fasa kebersihan | bulan
kantor
Penyediaon alat tulls |Jumiuh dan jenis alat | 1 Poket 33.330.000 1 27.150.000 1 26.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000
kontor tulis  kdntor yang i
disediakon
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No.| Tujuan/Sasaran Program/Keglatan | indikatorKinerfa [— L = | - 2020 = - = %oz = e .
Penyusunan  laporan {Jumiah laporan 5 5.286.000 5 4.300.000 5 4.300.000 5 4,300.000 5 4.300.000
capaian kinefjo dan (capaion kinerja dan . J . -
i ikhtisar ~ reolisasi |keuangan tepat|
kinerja SkPD woktu,  valid
raalible
Penyusunan umiah loporan| 2 3348000 2 2.700.000 ¥ - 2.700.000 2 2.700.000 2 2.700.000
peloporan  keuongon |keuongon semester
semesteran tepot waktu, valid ,
" realible
Penyusunan Jumich leporan 1 1.932.000 1 1,500,000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000
peloporan  prognosis |prognosis  realisas!
realisasi anggaran anggaran tepat
waktu, valid
realible
Penyusunan Jumlah laporan akhir 2 3.364.000 2 2.700.000 2 2.700.000 2 2.700.000 2 2.700.000
peloporan  keuangan |tahun tepat wokty,
akhir tahun volid, realible
3.000.000.000 2.445.000.000 2.350.000.000 2.294.000.000 2.767.000.000

Kuala Kapuas, April 2019

INSPEKTUR RABUPATEN KAPUAS

Drs.CATUR FERIYANTD,
PEMBINA UTAMA MU
NIP, 19650212 199003 31 017}'{



